
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1104, 2015 LAN. Biaya. Rincian. Penyelenggaraan. Diklat.
Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV,
Prajabatan CPN Gol III. Prajabatan CPNS Gol. I
& Gol.II. Prajabatan CPNS berasal Tenaga
Honorer Kategori I & II. Pencabutan.

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV,

PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III SERTA
PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2015 tidak mengatur secara rinci
mengenai biaya penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan III serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri
Sipil Golongan I dan II;

b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Rincian Biaya
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III serta
Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan
II tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan pelatihan dimaksud;
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c. bahwa rincian biaya penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat
III, dan Tingkat IV belum diatur;

d. bahwa berdasarkan rincian biaya penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan sebagiamana dimaksud
dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga

Administrasi Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75)

sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72

Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);

10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

538);

12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat I (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1020)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Lembaga Administrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat I (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1293);
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14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat II

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun

2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Pimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1294);

15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat III

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun

2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Nomor

12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat III (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1295);

16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat IV

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1189) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun

2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Pimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1296);

17. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1626);

18. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
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Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan Golongan I dan II (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1627);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I,
TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PRAJABATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III SERTA
PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN
I DAN II .

Pasal 1
Rincian biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai
Negeri Sipil Golongan III serta Golongan I dan II sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Lembaga ini.

Pasal 2
Rincian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai
acuan dalam proses penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III serta Golongan I dan II.

Pasal 3
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Lembaga ini, maka
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 37 Tahun 2014
tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Serta Prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4
Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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